PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KENDAL,

:a bahwa barang milik Daerah merupakalahssatu unsur penting

Mengingat

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunaahdadan
pelayanan publik maka perlu dikelola secara teddmr dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah;

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dadok un
melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2), Pasayat3(4), dan
Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 206&nig
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka periumbentuk

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang rakdh.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195f0tategy Pembentukan

Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkung@ropinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-gmiamor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tindkat Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1&%@rg
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkuPgapinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesiainrdi®65
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indarésmor
2757);

. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetdpdang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PemjuRkamah
Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Un@asrgbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratrasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Iretoa Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repufdi@niesia
Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamgsgara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No#ig
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&f )4

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberatama
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d Rdbmor 5,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara NoB3tis )4

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara epub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 20omor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadld437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&riahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Péinglyadang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atagarién
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanrabae
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republikoriedia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4493);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahaerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nofi,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoA®@8)4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentamget®pan
mulai berlakunya Undang—-Undang 1950 Nomor 12, #3,dan 15
dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timilawa
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentangudan

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaragaka

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahambagan

Negara Republik Indonesia Nomor 1967);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentamtuaBan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentamgaRWNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No6f)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&it3)3
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentarig Glana
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tératmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentangdf®man dan
Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Rerteh Pusat
kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaamor@
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tal@@i 2Nomor

6, Tambahan Lemabaran Negara Republik IndonesiaoNd6v 3 );
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaramndst
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republttoriasia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangaDa
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaum 005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslaridomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€ataun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repufiénesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangedR#aan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Reguhlionesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinté&raarah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kdtambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Edrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;



20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 T&007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan rdteratu
Perundang-undangan;

21.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentnag Tatea
Penjualan Rumah Negeri;

22.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 iTaR003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangPelasaintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nofi®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non330}4
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perattmasiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rdrab
Keempat Atas Keputusan Presiden Republik IndonEsimor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadeamgBasa
Pemerintah;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahu® 1&&ang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PematinKabupaten
Daerah Tingkat Il Kendal ( Lembaran Daerah Kabupdbaerah
Tingkat 1l Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D NQ; 1

24.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 TahOi g&htang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupatmdd (
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Ndh@eri E
No. 7).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

© © N o

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat bDaelzgai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati ad&kepala
Daerah Kabupaten Kendal.

Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Kabupater#le
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabopate
Kendal.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kadupandal.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kalbugatedal.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kaenpéendal.
Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariarabae

Kabupaten Kendal.

. Bagian Pengelolaan Aset Daerah adalah Bagian RedagelAset

Daerah Kabupaten Kendal.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretaréardh
Kabupaten Kendal.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnydwiseKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerd pelagguna
barang milik Daerabh.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan atdu
beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sSelgaju
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belxagaah
Kabupaten Kendal.

Barang milik Daerah adalah semua barang yang dialu
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari peanlédinnya

yang sah.



16. Pengelolaan barang milik Daerah adalah rangkaigrates dan
tindakan terhadap barang milk Daerah yang meliputi
perencanaan, kebutuhan, penganggaran, Standattksasg dan
harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inisaggar
pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan
perubahan status hukum serta penatausahaannya,inpamb
pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan turgatdnrugi.

17. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedmeda
melakukan pengelolaan barang milik Daerah.

18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintalatda
pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membima da
mengawasi pengelolaan barang milik Daerah.

19. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik Daerah.

20. Pengurus barang milik Daerah adalah pegawai yasgrahi
tugas untuk mengurus barang milik Daerah dalam egros
pemakaian yang ada di setiap unit kerja.

21. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasaehol
pemerintah yang ditempati oleh pejabat tertentw gtagawai
negeri sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkanasdstentuan
peraturan perundang-undangan.

22. Standardisasi harga barang adalah pembakuan hangangb
menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.

23. Standardisasi barang adalah pembakuan barang sgsusj
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periodetéu.

24. Perencanaan adalah  kegiatan atau tindakan  untuk
menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keagang
sedang berjalan dalam rangka menyusun kebutuhanatin
pemeliharaan barang milik Daerah yang akan datang.

25. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakark
merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan aebag
pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhaataan
pemeliharaan barang milik Daerah yang dituangkatanda

anggaran.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untukmmskan
penentuan  kebutuhan barang milik Daerah dengan
memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang milik Daerah dan jasa.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pesguru
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaaalain
gudang atau ruang penyimpanan lainnya.

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pemair
barang milik Daerah dari gudang ke unit kerja pesmnak
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yaaguithn agar
semua barang milik Daerah selalu dalam keadaandaaiksiap
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhamil gu
Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengamdkllam
pengurusan barang milik Daerah dalam bentuk fisik,
administratif, dan tindakan upaya hukum.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
negara/daerah daru daftar barang dengan menerbgkeat
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk merskaba
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan pexgelola
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisds déarang
yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikamdparalik
negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghaplesagan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakehagai modal

Pemerintah Daerah.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASASPENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk

a.
b.

mengamankan barang milik Daerah;
menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalagepsaan

barang milik Daerah; dan

. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaambaralik

Daerah.



Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraaeripghan
dan pembangunan daerah,;

b. mewujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan bardag;

c. mewujudnya pengelolaan barang milik Daerah yaniptesfektif,

dan efisien.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan barkas asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi, ketexénk efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB I11
PENGGOLONGAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1) Barang milik Daerah digolongkan menjadi :
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ARBD);
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
(2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yangesbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan ataugy yan
sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan daanpar) /
kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan unaaaang;
atau
d. barang yang diperoleh bedasarkan putusan pengaykiag

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

(1) Barang milik Daerah digolongkan ke dalam barangktidergerak

dan barang bergerak;



(2) Barang milik Daerah yang termasuk jenis barangktiokergerak,

yaitu :

a. bidang tanah, terdiri dari :

1.

© © N o o bk~ 0N
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tanah perkampungan;
tanah pertanian;
tanah perkebunan;
kebun campuran;
hutan;

tanah kolam ikan;
danau/rawa;

sungai;

tanah tandus/rusak;

. tanah alang-alang dan padang rumput;

. tanah penggunaan lain;

. tanah bangunan dan tanah pertambangan; dan
13.

tanah badan jalan dan lain sejenisnya.

b. bidang jalan dan jembatan, terdiri dari :

1.
2.
3.

jalan;

jembatan; dan

terowongan dan lain sejenisnya.

c. bidang bangunan air, terdiri dari :

N o g kbR

bangunan air irigasi;

bangunan air pasang;

bangunan air pengembangan rawa dan polder;
bangunan air pengaman surya dan penanggul,
bangunan air minum,;

bangunan air kotor; dan

bangunan air lain yang sejenis.

d. bidang instalasi, terdiri dari :

o gk w DN RE

instalasi air minum;

instalasi air kotor;

instalasi pengolahan sampah;

instalasi pengolahan bahan bangunan;
instalasi pembangkit listrik; dan

instalasi gardu listrik dan lain sejenisnya.
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bidang jaringan, terdiri dari :

1.
2.

jaringan air minum; dan

jaringan listrik dan lain sejenisnya.

bidang bangunan gedung, terdiri dari :

1.
2.
3.

4.
5.
6.

bangunan gedung tempat kerja;

bangunan gedung olah raga, stadion;

bangunan pelayanan publik, RSU, Puskesmas, pelapuha

terminal, stasiun radio dan sejenisnya;
bangunan gedung tempat ibadah;
rumah tempat tinggal; dan

gedung lainnya yang sejenis.

bidang monumen, terdiri dari :

1.
2.
3.
4,

candi;
monumen alam;
monumen sejarah; dan

tugu peringatan dan lain sejenisnya.

(3) Barang milik daerah yang termasuk jenis barangdvaky yaitu :

a. bidang alat-alat besar, meliputi :

o

1.
2.
3.

alat-alat besar darat;
alat-alat besar apung; dan

alat-alat bantu dan lain sejenisnya.

bidang alat-alat angkutan, meliputi :

S A

alat angkutan darat bermotor;

alat angkutan darat tak bermotor;
alat angkut apung bermotor;

alat angkut apung tak bermotor; dan

alat angkut bermotor udara dan lain sejenisnya.

bidang alat-alat bengkel, meliputi :

1.
2.

alat bengkel bermotor; dan
alat bengkel tak bermotor, dan lain sejenisnya.

bidang alat-alat pertanian, meliputi :

1.
2.

alat pengolahan tanah dan tanaman; dan
alat pemeliharaan / pasca penyimpanan dan

sejenisnya.

bidang alat kantor dan rumah tangga, meliputi :

1.
2.

alat kantor; dan

alat rumah tangga dan sejenisnya

lain
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bidang alat-alat studio, meliputi :

1. alat studio; dan

2. alat komunikasi dan lain jenisnya.

bidang Alat-alat Kedokteran, meliputi :

alat kedokteran seperti alat kedokteran umum;
alat kedokteran gigi;

alat kedokteran keluarga berencana,;

alat kedokteran mata;

alat kedokteran THT,;

alat rontgen; dan

N o g bk Db RE

alat farmasi dan lain sejenisnya.

bidang alat-alat laboratorium, meliputi :

1. unit alat laboratprium; dan

2. alat peraga/praktek sekolah dan lain sejenisnya.

bidang buku / perpustakaan, meliputi :

1. buku pengetahuan umum seperti Buku Umum Filsafah,
Agama, Illmu Sosial, IlImu Bahasa, Matematika,
Pengetahuan Alam, limu Pengetahuan Praktis, Atsitek
Kesenian, Olah Raga, Geografi, Biografi, Sejarah da
lain sejenisnya;

2. buku mata pelajaran sekolah bagi siswa SD, SMP,
SMU/SMK, Perguruan Tinggi; dan

3. buku peraturan perundang-undangan.

bidang barang bercorak kesenian/kebudayaan meliputi

pahatan;

lukisan;

alat-alat kesenian;

alat olah raga; dan

o k& w0 b

tanda penghargaan dan lain sejenisnya.

bidang hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan, meliputi :
binatang ternak;

binatang unggas;

binatang melata;

binatang ikan;

hewan kebun binatang dan lain sejenisnya;

pohon jati;

N o g b~ wbd e

pohon mahoni;



8.
9.
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pohon kenari; dan
pohon asem dan lain sejenisnya termasuk pohon

ayoman/pelindung.

|.  bidang alat-alat persenjataan/keamanan, meliputi :

1.
2.
3.
4.

senjata api;
persenjataan non senjata api;
amunisi; dan

senjata sinar dan lain sejenisnya.

m. bidang lain — lain, meliputi :

1.
2.
3.

sumber — sumber mata air;

taman;

penerangan jalan umum termasuk tiang dan
perlengkapannya;

gorong — gorong;

senderan sungai/selokan.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Pengelolaan barang milik Daerah sebagai bagian etalagn

keuangan daerah dilaksanakan secara terpisahatayelplaan barang

milik Pemerintah/Negara.

Pasal 8

(1) Bupati mengatur pengelolaan dan pencatatan bardikgDaerah.

(2) Pengelolaan dan pencatatan barang milik Daerakuttden sesuai

standar akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan PengelolaangBariik

Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pesnbuten

pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah.

(2) Bupati dalam melaksanakan pengelolaan bararids maerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;

b. Kepala Bagian Umum/Perlengkapan Sekretariat Daskku

pembantu pengelola barang;
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c. Kepala SKPD selaku pengguna barang;

d. Penyimpan barang / bendaharawan barang; dan

e. Pengurus barang milik Daerah.

(3) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaaand@anilik
Daerah mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Deaera

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang mildrdbayang
memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapuemamg
milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerahis¢étdnah
dan/atau bangunan.

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang milik rdbae
berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpamgbara
milik Daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barantjk mi
Daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik Daerabh;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik Daerah yafah
disetujui oleh Bupati atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaiisaang
milik Daerah; dan

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pesgelol
barang milik Daerah.

(5) Kepala Bagian Umum sebagai Pembantu Pengelola @#&FPiB)
dan Pusat Informasi Barang milk Daerah (PIBMD)
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan gbelagn
barang milik Daerah yang ada pada semua SKPD.

(6) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik Daerwydmang

dan bertanggung jawab :



(7)

(8)

o

14

mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daésgi
SKPD yang dipimpinya kepada Bupati melalui pengelol
barang;

mengajukan permohonan penetapan status untuk pEaEgua
dan penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh;
melakukan pencatatan dan inventarisasi, mengemnaserta
memelihara barang yang berada dalam pengawasannya;
mengajukan usul pemindahtangan barang miliker&ra
kepada Bupati melalui pengelola;

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimaafaat
untuk kepentingan SKPD yang dipimpinnya; dan

menyusun dan menyampaikan laporan barang penggunaan
semesteran (LBPS) dan laporan barang penggunaanatah
(LBPT) yang ada dalam penguasaannya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasggo@a

barang milik Daerah, berwenang dan bertanggungijawa

a.

mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerghuoat
kerja yang dipimpinnnya kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang Ddi&rah
yang berada dalam penguasaannya;

Menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraaas tug
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnnya;
Mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas perajguna
barang milik Daerah yang ada dalam penguasaanaga; d
Menyusun dan menyampaikan Laporang Barang Kuasa
Pengguna Semesteran ( LBKPS ) dan Laporan BaraagaKu
Pengguna Tahunan ( LBKPT ) yang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

Penyimpan barang/bendaharawan barang bertugas imaner

menyimpan dan menyalurkan barang yang berada paugpna
(SKPD).
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(9) Pengurus barang bertugas mengurus barang milikaDagalam

pemakaian pada masing-masing pengguna (SKPD).

BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
Bagian Pertama
Perencanaan K ebutuhan dan Penganggaran
Pasal 10

(1) Kepala Bagian Umum dengan melibatkan unsur / warjakerkait

menyusun :

a. Standar barang;

b. Standardisasi kebutuhan/sarana dan prasarana Kkerja
Pemerintahan Daerah; dan

c. Standardisasi harga.

(2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (@) bulan
huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dandataharga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetagengan
Keputusan Bupati.

(3) Peraturan / Keputusan Bupati sebagaimana dimakadd pyat
(2) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana KebntBlaaang
milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemediaa
Barang milik Daerah (RKPBMD) dan sebagai dasar psagan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing — masind?3K
sebagai bahan penyusunan rencana APBD.

(4) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola memydsdtar
kebutuhan barang milik Daerah (DKBMD) dan daftabdtehan
pemeliharaan barang milik Daerah (DKPBMD) sebagasad

pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barangoadiah.
Pasal 11
Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan gogggan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkam letjut dengan

Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 12

Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan bekdasgorinsip-
prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, berga adil/tidak

diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 13

(1) Pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah dil&iesarmdeh
Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Perhdbiatah.

(2) Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Perhefaarah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD dapat melimpahkan kewenangan kepadaakua
Pengguna Barang untuk membentuk Panitia / Pejadragdelaan
Barang / Jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Tata cara pengadaan barang dilaksanakan sesuaardéxgentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Hasil Pengadaan
Pasal 15

Hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalaat P3, yang
dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepaBupati
melalui Kepala Bagian Umum berikut dengan dokumengpdaan
barang dan dituangkan dalam Berita Acara SeramBe{BAST).

Pasal 16

(2) Setiap tahun anggaran, Bupati atau pejabat yangnjdk
membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimanakdud

dalam Pasal 15.
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(3) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud padt (&y
digunakan untuk lampiran perhitungan APBD tahun gyan

bersangkutan.

Pasal 17

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAB&jang dan Jasa
maupun Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimanakdind dalam
Pasal 15 dan Pasal 16, ditetapkan dengan Per&upati.

Pasal 18

(1) Penerimaan barang dan jasa dari pemenuhan kewajibei
ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan panjatgn atau
pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajierdigkan kepada
Bupati.

(2) Penerimaan barang dan jasa dari pihak ketiga yamgipakan
sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari m&sjaatau
pemerintah diserahkan kepada Bupati.

(3) Kepala Bagian Umum mencatat, memantau, dan aklékukan
penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dindaksda
ayat (1).

(4) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimakadel qyat (1)
dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serahnima
(BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/pasgan
yang sah.

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayaa(l pyat
(2) dicatat dalam daftar inventaris.

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudida gyat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lamjengan Peraturan
Bupati.
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BAB VI
PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYALURAN
Bagian Pertama
Penerimaan
Pasal 19

(1) Semua hasil pengadaan barang milik Daerah yangetadrg
diterima oleh penyimpan/bendaharawan barang mitikrBh, atau
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

(2) Penyimpan/bendaharawan barang milik Daerah atau
pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas petarabarang
milik Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan adnasi
perbendaharaan barang milik Daerah.

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung penyimpan/baraaan
barang milik Daerah atau pejabat/pegawai, bertamggawab atas
terlaksananya tertib administrasi perbendaharaamanga milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerimaan barang milik Daerah sebagaimana dimglesial ayat
(1), selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat pepgnan lain.

(5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barands Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), (8yatan ayat
(4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 20

(1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukah #&lepala
SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnyapdrkan
kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum.

(2) Penerimaan barang milik Daerah sebagaimana dimglesial ayat
(1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia PeksariBarang
milik Daerah (PPBD) yang ditetapkan dengan Keputiapati.
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Pasal 21

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Easdllakukan
setelah diperiksa instansi teknis yang berwenarangah membuat
Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 22

(1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat menetapkan PemkantPanitia
Pemeriksa Barang Unit atas usul Kepala Bagian Umum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dit@taplengan

Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik Daerah dan Panigand?iksa
Barang Unit Kerja / Satuan Kerja sebagaimana diodhldalam
Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) bertugaseniesa,
menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang didean sesuai
dengan persyaratan yang tertera pada Surat PeHwetiga (SPK)
dan/atau kontrak dan dibuatkan Berita Acara Persaaik (BAP).

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 @y
dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihand&epanas

Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 24

(1) Pengeluaran/penyaluran barang milik Daerah oleldddgarawan
barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah IBargge Barang
(SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disddgagan berita
acara serah terima dari Kepala SKPD yang dituajak Bupati.

(2) Setiap tahun anggaran Kepala SKPD wajib mekapostok atau

sisa barang kepada Bupati melalui Kepala Bagiantdmu
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BAB VII
PENGGUNAAN
Pasal 25

Status penggunaan barang milik Daerah ditetapkeimBilipati.

Tata cara penetapan status penggunaan barang Dédrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebaghiib

a. pengguna barang melaporkan barang milik Daerah yang
diterimanya kepada pengelola barang disertai dengzaui
penggunaan; dan

b. pengelola barang meneliti laporan sebagaimana dintbgada
huruf a dan mengajukan usul penggunaan dimaksuddkep

Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 26

Barang milik Daerah dapat ditetapkan untuk penygjaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD atau untuk dioperasiah pihak
lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum Setsiggis
pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Tata cara penetapan barang milik Daerah sebagainiareksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perat@agpati.

Pasal 27

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangjlalarkan
dengan ketentuan, tanah dan/atau bangunan terdiplengunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok degsi
pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barand waji
menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidaknakgo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupdalumne

pengelola.
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BAB VIlII
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan
Pasal 28

Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dasatptam
barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Kuasaggena
(DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut perngugdn
dan kodefikasi barang.

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dacatatan
barang milik Daerah dalam Daftar Barang milik DaetBBMD)

menurut penggolongan dan kodefikasi barang seset@ntuan
yang berlaku.

Penggolongan dan kodifikasi barang sebagaimanakdimapada
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengara®ean Bupati.

Bagian Kedua
Inventarisas
Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisashattap
seluruh barang milik Daerah maupun yang dikuasé lgang
bergerak maupun yang tidak bergerak.

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pune
pencatatan, penilaian, pendokumentasian dan peagguparang

milik Daerah.

Pasal 30

Kepala SKPD bertanggung jawab untuk menginvensirgduruh
barang inventaris yang ada di lingkungan tanggangpnya.

Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaimana dimaksadia ayat
(1) disampaikan kepada Pengelola melalui Bagian rdrsacara

periodik.
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Pasal 31

Tata cara pelaksanaan inventarisasi barang milirdbasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur ledmiutl dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalasalP29
dilaksanakan oleh Bagian Umum.

(2) Bagian Umum sebagai Pusat Inventarisasi Barang rDiéierah
bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inverdaribarang

milik Daerah.

Bagian Ketiga
Sensus barang
Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus baralg
Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatiaku
inventaris dan buku induk inventaris beserta rakigsinya

(2) Bagian Umum sebagai pusat inventarisasi barand rbiierah
bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus baraagaseana
diatur pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan sensus barang milik Daerah sebagaidiraa&sud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola t&un raelalui

penyedia barang/jasa.

Pasal 34

(1) Kepala Unit/Satuan Kerja selaku pengguna barani miherah
wajib mendukung pelaksanaan sensus barang milikalbae

(2) Pelaksanaan sensus barang milik Daerah ditetaplergad
Keputusan Bupati.
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Bagian Keempat
Laporan Mutasi Barang
Pasal 35

(1) Kepala Bagian Umum bertanggung jawab untuk menywam
menghimpun seluruh laporan mutasi barang secaiadgerdan
daftar mutasi barang setiap tahun dari semua enji/katuan kerja
Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya.

(2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada dyat (
membuat rekapitulasi barang milik Daerah.

BAB I X
PEMELIHARAAN
Pasal 36

(1) Pengguna barang bertanggung jawab atas pemelihdaamg
milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
(2) Kepala Bagian Umum wajib melakukan koordinasi atas

pemeliharaan barang milik Daerah yang dilakukah S8IKPD.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah sef@aEga
dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Kepala SKPD
berdasarkan DPA SKPD.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dingesla
ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan PematihaBarang
milik Daerah (DKPBD).

Pasal 38

(1) Kepala SKPD bertanggung jawab untuk membuat dditesil
pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangngawdgib
melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaamany
tersebut kepada pengelola melalui Kepala Bagian rdnsetiap

semester.
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(2) Kepala Bagian Umum meneliti laporan dan menyusudtadaasil

1)

(@)

3)

(1)

(2)

3)

1)

(@)

pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (sakwintanggaran

sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yaisgrgkutan.
Pasal 39

Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atandgoéainnya
yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki hole
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyanadjdt
dipelihara dan dilestarikan oleh Pemerintah Daerah.
Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimpksladayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimarakslid pada
ayat (2), dapat bersumber dari Anggaran PendapktarBelanja
Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja D&ematinsi,

serta APBD atau sumber lain yang sah.

BAB X
PENGHAPUSAN
Pasal 40

Penghapusan barang milik Daerah meliputi:

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa engg
dan

b. Penghapusan dari Daftar Barang milik Daerah.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1f huru

dilakukan dalam hal barang milik Daerah sudah tiskdada dalam

penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 buru

dilakukan dalam hal barang milik Daerah sudah beral

kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karengbssddaab lain.
Pasal 41

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasalt4Q )alyaruf
a ditetapkan dengan keputusan tentang penghapleapengguna
barang setelah mendapat persetujuan Bupati atdspasgelola
barang.

Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimadacdhyat

(1) selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang.
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(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasalt4Q Jalyaruf
b ditetapkan dengan keputusan tentang penghapasigpetigelola
barang setelah mendapat persetujuan Bupati atdspasgelola

barang.

Pasal 42

(1) Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak tlanju
pemusnahan dilakukan apabila barang milik Daerahakisud
tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tetkak dapat
dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketergesundang-
undangan.

(2) Pemusnhahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1yafiban
oleh pengguna barang dengan keputusan dari peageéobng
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud paidgd2ny
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepemtegelola
barang.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penglapumrang milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Phsdad Pasal 42

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMINDAHTANGANAN
Pasal 44

(1) Setiap barang milik Daerah yang sudah :
a. rusak dan atau tidak dapat dipergunakan lagi/hifaats;
b. tidak sesuai dengan perkembangan teknologi;
c. membahayakan keselamatan dan atau keamanan jiwa
lingkungan;
d. terkena planologi kota; dan
e. tidak efisien lagi untuk dipergunakan.

dapat dihapus dari daftar inventaris.



(2)

3)

(4)
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Penetapan barang yang sudah rusak dan tidakt ddipakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ddfgautusan
Bupati berdasarkan usulan pengguna barang.

Setiap penghapusan barang milik Daerah sefaga dimaksud

ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagkuber

a. pemindahtanganan tanah dan atau bangunarmpdatdengan
Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

b. pemindahtanganan barang milik Daerah berupdtdaa atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRiD:yai
b.1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilpgahtaan

kota;

b.2. harus dihapuskan karena anggaran untuk hangu
pengganti sudah  disediakan dalam  dokumen
penganggaran;

b.3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

b.4. diperuntukkan bagi kepentingan umum yangtaitkan
dengan Keputusan Bupati;

b.5. dikuasai negara berdasarkan Keputusan Peagagihg

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

jika status kepemilikannya dipertahankan tidak kaya

secara ekonomis.

c. pemindahtanganan barang milik Daerah selaiahtatan atau

bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000@0@lima
milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupatelah

mendapat persetujuan DPRD.

d. pemindahtanganan barang milik Daerah selainhtalaa atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.00@00@0
(lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapatsptrjuan
Bupati.

Bentuk pemindahtanganan meliputi :

a. penjualan/pelelangan dan tukar menukar;

b. hibah; dan

Cc. penyertaan modal.
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BAB XII
PENJUALAN
Bagian Pertama
Penjualan Barang milik Daerah
Pasal 45

(1) Penjualan barang milik Daerah dilakukan secaran¢elanum atau
lelang terbatas melalui Panitia Pelelangan Baraifigk raerah
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualanand3a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sama mndenga
keanggotaan Panitia penghapusan.

(3) Penjualan barang milik Daerah yang dilakukan sedatang
meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

(4) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pgdt (3)
disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.

(5) Tata cara penjualan barang milik Daerah sebagaindanaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penjualan Kendaraan Dinas
Paragraf 1
Kendaraan Perorangan Dinas
Pasal 46

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari leeadn perorangan

dinas dan kendaraan operasional dinas

Pasal 47

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakdinpejabat negara
yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, sudah mefeggantinya,
dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tdgpat dijual 1
(satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan ketalasa
jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundangiagadayang

berlaku.
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Pejabat negara yang berhak membeli kendarasrgmgan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BupatiVidakil

Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (limAun atau

lebih dan belum pernah membeli kendaraan peroradoes dari

pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Tata cara penjualan kendaraan dinas peroraniggnr sebagai
berikut :

a.

Bupati atau Wakil Bupati telah berakhir masa jabaya
mengajukan  permohonan pembelian kendaraan dinas
perorangan.

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huBupati
membentuk Panitia Penjualan dengan Keputusan Bupati
Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakaan
penelitian atas kendaraan yang dimohon sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dari seqgi :

c.1l. Administrasi/kepemilikan kendaraan;

c.2. Keadaan fisik;

c.3. Kemungkinan terganggunya tugas dinas;

c.4. Efisiensi penggunaannya;

c.5. biaya operasional,

c.6. nilai jual kendaraan; dan

c.7. persyaratan pejabat.

hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada hutitbiangkan
dalam Berita Acara penelitian / pemeriksaan.

berdasarkan Berita Acara hasil penelitian saEbana
dimaksud pada huruf d, Bupati menetapkan keputusan
penjualan kendaraan perorangan dinas dan selaajutny
dibuatkan perjanjian sewa beli kendaraan perorardjaas

oleh Pengelola atas nama Bupati.

Persyaratan administrasi yang harus dipenlgh pejabat negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a.

Keputusan pengangkatan pertama sebagai BupatiVeitaal
Bupati.
Surat pernyataan belum pernah membeli kend@@amangan

dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
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Harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaitimaksud pada

ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. yang telah berumur 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahbarga
jualnya ditetapkan sebesar 40% ( empat puluh perden
harga umum / pasaran yang berlaku.

b. yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau |df@itga jualnya
adalah 20% (dua puluh persen) dari harga umumat@as
Tata cara pelaksanaan teknis dan tata cardysgan perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, didangan

Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kendaraan Operasional Dinas
Pasal 48

Kendaraan operasional Dinas yang berumur rBajlitahun atau

lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien bagji keperluan

dinas dapat dijual/dilelang kepada pejabat / pegasgeri yang

telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 1pul(gd®

tahun.

Selain syarat telah berumur 5 (lima) tahumu d&dbih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kendaraan dinas operagiapalt dihapus

dan / dijual sepanjang memenuhi syarat :

a. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

b. sudah ada penggantinya; dan

c. diusulkan oleh pengguna / kuasa penggunan bakepgda

Bupati melalui pengelola.

Kendaraan operasional dinas sebagaimana didgkada ayat (1),

terdiri dari :

a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, dan yck

b. jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), sepedarmadén
scooter;

c. jenis kendaraan dinas operasional khusus teddiri mobil
ambulans, truk, alat-alat besar, pesawat, dan keadadi atas

air.
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Kendaraan dinas operasional yang memenuhi gqeisyn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat @plsedihapus
dari daftar inventaris, dapat dijual yang pelaksanpenjualannya
melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

Pejabat / pegawai negeri sipil sebagaimanakiod pada ayat (1)

yang dapat mengikuti pelelangan terbatas sebagairdemaksud

pada ayat (4) adalah :

a. Pejabat / pegawai negeri sipil yang telah mempumgasa kerja
10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat / paggang akan
memasuki masa pensiun;

b. Pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau peedzatai
yang lebih senior; dan

c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyasa
bhakti 5 (lima) tahun.

Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabgawai,

Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelanganbatas

kembali, terhitung sejak saat pembeliannya yantape.

Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaidiaraksud ayat

(), hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu &pykih) tahun.

Pasal 49
Kendaraan operasional dinas yang digunakanpipem/anggota
DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang pueyai
masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan Saflitahun atau
lebih.
Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaithareksud pada
ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktuskepuluh)

tahun.

Pasal 50

Apabila kendaraan perorangan dinas dan keadardinas
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal dpi fe¢lum
dilunasi oleh pembelinya, maka kendaraan terselagihmtetap
milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindabéankan.

Selama kendaraan sebagaimana dimaksud pada(Byanasih
dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya peabaikian
pemeliharaan ditanggung oleh pembeli/pemenangdetandaraan

dinas operasional.
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(3) Pembeli/pemenang lelang kendaraan dinas apeedsyang tidak
dapat memenuhi kewajibannya/melunasi pembelian dead
tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentudapat dicabut
haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan séhy@ju

kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemeriniadr&h.

Bagian Kedua
Penjualan Rumah Dinas
Pasal 51

(1) Bupati menetapkan penggunaan rumah Daerah sestetunas
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rumah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat @prmigan
menjadi :

a. Rumah dinas golongan | adalah rumah milik daerahgya
disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatatentel
yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatarraras
tinggal di rumah tersebut ( rumah jabatan );

b. Rumah dinas golongan Il adalah rumah milik daewaigytidak
boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dirsasy yain
dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegaaaidinas
yang bersangkutan ( rumah instansi ); dan

c. Rumah dinas golongan Ill adalah rumah milik dadeahnya
(rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempégh
pegawai negeri), tidak termasuk rumah daerah galornglan

golongan Il tersebut di atas.

Pasal 52
Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggaio rumah
dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan sae&nnya

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan/diseViledoeadalah :

a. Rumah Daerah Golongan Il yang telah diubah golongan
menjadi Rumah Daerah Golongan Ill yang permanemi se
permanen dan darurat yang telah berumur 10 (septdiiun
atau lebih.

b. Rumah daerah golongan lil.
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(2) Rumah dinas milik daerah yang tidak dapatadipdalah :

a.
b.

C.
d.

Rumah daerah golongan |;
Rumah daerah golongan Il selain yang diatulfapayat (1)

huruf a;
Rumah daerah Golongan Il yang masih dalarglssta ; dan

Rumah daerah.

(3) Yang berhak membeli rumah daerah golongaaddlah :

a.

Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan :

1.

mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1Qul(gep
tahun.

memiliki Surat Izin Penghunian ( SIP ).

Surat Izin Penghunian ditandatangai oleh petgeitas
nama Bupati.

belum pernah dengan jalan/cara apapun
memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarka

peraturan perundang-undangan.

Pensiunan pegawai negeri dengan persyaratan :

1.
2.
3.

menerima pensiunan negara/pemerintah;

Surat 1zin Penghunian ( SIP ).

belum pernah dengan jalan/cara apapun
memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarka

peraturan perundang-undangan.

Janda / duda pegawai negeri dengan persyaratan :

1.

masih menerima tunjangan pensiun dari

Negara/pemerintah, adalah :

a) alamarhum suaminya / isterinya sekurang-kungagn
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada
pemerintah; atau

b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah
dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan
menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun.

memiliki Surat Izin Penghunian ( SIP ).

almarhum suaminya/isterinya belum pernah denga

jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
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Janda/duda pahlawan yang suaminya/isterinya dikgata
sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturandaeg-
undangan :

1. masih menerima tunjangan pensiunan dari pemerintah.

2. memiliki Surat 1zin Penghunian ( SIP ).

3. almarhum suaminya/isterinya belum pernah denga
jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pejabat negara/daerah atau janda/duda pejababr/sagznah :

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari
pemerintah.
memiliki Surat Izin Penghunian ( SIP ).

3. almarhum suaminyal/isterinya belum pernah aenglan/
cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemkrinta
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila penghuni rumah daerah golongan Il sebagaam

dimaksud pada huruf a sampai dengan e meninggah,dun

maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeti at

rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah da

penghuni yang bersangkutan.

Pegawai yang dapat membeli rumah adalah pegperaegang
Surat Izjin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan @ebpati

Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah Vida§ dikuasai
oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hals Aanah
tersebut harus diproses oleh pembeli sesuai dehkgtantuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan hak atas rumah daerah golonganildikukan dengan

cara sewa-beli

Pasal 54

Harga Rumah Daerah golongan Il beserta atdaktbeserta
tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pddabmya yang
digunakan untuk pembangunan rumah daerah yangnighrgan
pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menwnuur

bangunan / rumah, yang diatur sebagai berikut :
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a. 2% per tahun untuk bangunan permanen.

b. 4% per tahun untuk bangunan semi permanen.

c. 10% per tahun untuk bangunan darurat.

(2) Penaksiran atas rumah daerah golongan lligegtv@na dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang dikemtengan
Keputusan Bupati.

(3) Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebes#r &@n harga
taksiran dan penilaian oleh Panitia sebagaimanaldiod pada
ayat (2).

(4) Pembayaran atas harga rumah daerah dilaksaisakara angsuran
/ cicilan yang diatur sebagai berikut :

Cc. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5% (fieraen)
dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar p@adla saat
perjanjian sewa beli ditandatangani.

d. Pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaranadidies

paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 55

(1) Hasil penjualan / sewa beli rumah Daerah ggdon Il milik
Daerah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

(2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusaDaftar Inventaris
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah hangmalan/sewa
beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

(3) Ketentuan lebih Ilanjut mengenai tata cara ksalaaan
penjualan/sewa beli Rumah Daerah golongan Il diatengan
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Pasal 56

(1) Setiap pemindahtanganan tanah dan atau bangungrbgatujuan
untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanaataatangunan
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik yaradp teérsertifikat
maupun  belum, dapat diproses dengan pertimbangan
menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan deagan
a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijuat); da

b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/gdarg.
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(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud (&yat
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mengegpsé¢tujuan
DPRD, kecuali tanah dan atau bangunan sebagaimameksiid
dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b.

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntamdtemerintah
Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak dagahpasaran
umum setempat, yang penaksirannya dilakukan oleiti®@gang
dibentuk dengan Keputusan Bupati..

(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan agiketn oleh
Bupati berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukareholPanitia
Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(5) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pata(1a
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayapektingan umum
dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan danau at

dipindahtangankan.

Bagian Keempat
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Layak Pakai
Pasal 58

(1) Bupati menetapkan penggunaan peralatan/perlengkéaator
yang sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun datakuidak layak
pakai sesuai dengan peraturan perundang-undanggrbgdaku.

(2) Harga jual peralatan/perlengkapan kantor sebagaintmaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkegahaksiran dan
penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibenudgngan
Keputusan Bupati.

(3) Penjualan peralatan/perlengkapan kantor sebagairdanaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem pelelangan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan / peKapgn kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengaatuPsn
Bupati.
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Bagian Kelima
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Layak Pakai
Pasal 59

Bupati menetapkan penggunaan mesin/alat-alat lyarag sudah
berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan suilddk layak
pakai sesuai dengan peraturan perundang-undanggrbgaaku.

Penjualan mesin alat-alat berat sebagaimana dirdgbada ayat

(1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undanga

Pasal 60

Harga jual mesin/alat-alat berat ditetapkahdupati berdasarkan
harga taksiran dan penilaian yang dilakukan olehitRayang

dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang stidak layak

pakai dilaksanakan dengan sistem pelelangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, danahg@®njualan

mesin/alat-alat berat yang tidak layak pakai diatlengan

Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penjualan Drum Bekas
Pasal 61

Bupati menetapkan penggunaan drum bekas milik Dasesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata cara penjualan dan harga standar drum beleisr debih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Harga jual drum bekas sebagaimana dimaksud daksal 60
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiem genilaian
yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengarpukigsan
Bupati.
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Pelaksanaan penjualan drum bekas milik daeratagkah dengan
Keputusan Bupati.
Penjualan drum bekas milik daerah dilaksanakan atersistem

pelelangan.

Bagian Ketujuh
Penjualan Hasil Penebangan Pohon
Pasal 63

Bupati menetapkan penggunaan dan penjualan poHdndaerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagber
Pohon milik daerah yang memenuhi persyaratan, dhjpl yang
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perunddaggam.
Harga jual pohon milik daerah ditetapkan oleh Bupatdasarkan
harga taksiran dan penilaian yang dilakukan olehitRayang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Penjualan pohon dilaksanakan dengan sistem pebiang
Persyaratan pohon milik Daerah yang dapat dijual @a cara
penjualan diatur lebih lanjut dengan PaeraturareBup

Bagian Kedelapan
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
Pasal 64

Bupati menetapkan penggunaan dan penjualan batmeam-teekas
bangunan milik daerah sesuai dengan peraturan gemgn
undangan yang berlaku.

Harga jual bahan-bahan bekas bangunan berdasarkega h
taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Paryiéiag dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

Tata cara penjualan bahan-bahan bekas bangunagasebaa
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengaerafran

Bupati.

Bagian Kesembilan
Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
Pasal 65

Bupati menetapkan penggunaan dan penjualan pedpagklalu
lintas yang sudah tidak layak pakai sesuai dengaratyran
perundang-undangan yang berlaku.



(2)

1)

(2)

38

Harga jual penjualan perlengkapan lalu lintas b&adan harga
taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Parnitiag dibentuk

dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penjualan Obat-obatan dan Hasll Farmasi
Pasal 66

Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi sesuai tupana
perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkagarde
Keputusan Bupati.

Harga jual penjualan obat-obatan dan hasil farrbasdasarkan
harga taksiran dan penilaian yang dilakukan olehitRayang

dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB Xl

TUKAR MENUKAR, HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL

(1)

(@)

(1)

Bagian Kesatu
Tukar Menukar
Pasal 67
Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakan deng
pertimbangan :
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraa
pemerintahan ;
b. untuk optimalisasi barang milik Daerah ; dan
c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan @denj8
Daerah.
Tukar menukar barang milik Daerah dapat dilakukamgan pihak :
a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerabh;
b. Antar Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah atau Badan Hukuilk
pemerintah lainnya; dan

d. Swasta.
Pasal 68

Tukar menukar barang milik Daerah dapat berupa :
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan laehla

SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
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b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakaok unt
penyelenggraan tugas pokok dan fungsi penggunai tatak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataandesta

c. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayatildhsahakan

oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bgeatiai batas

kewenangannya.

Pasal 69

Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana diothklalam Pasal

68 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dergdentuan sebagai
berikut :
a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah @ankmngunan

kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan damgk#pan data;
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati bertugageliti dan
mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar mentaikexth dan/atau
bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis,

Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yangkwerupati dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkahtdan/atau
bangunan yang akan dipertukarkan;

Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanaetalah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengelola melaksanakan tukar-menukar selain tamahbdngunan
sesuai batas kewenangannya setelah mendapat peaseBupati;
dan

Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dangbpengganti

harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terimariga

Pasal 70

Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana diothklalam Pasal

68 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketensebagai berikut :

a.

Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada lpéngksertai
alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan pesdkajian

Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
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b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangatunya tukar
menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek tedkosomis, dan
yuridis,

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang keerRengelola
dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai sbata
kewenangannya,;

d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah menmapatujuan
pengelola; dan

e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalante Bscara

Serah Terima Barang.

Pasal 71

(1) Tukar menukar antara pemerintah pusat dengan Reatefaerah
dan antar pemerintah daerah apabila terdapat rselitai lebih,
maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimanaadisnd pada ayat
(1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tekuksr menukar

barang milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hibah
Pasal 73

(1) Hibah barang milik Daerah dapat dilakukan dengatirpbangan
untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiazmn d
penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusemém
syarat sebagai berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidamgy o
banyak; dan

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tug&skpdan

fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Pasal 74

Hibah barang milik Daerah berupa :

a.

(1)

(@)

®3)

(4)

(1)

tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkankeeala Satuan
Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati;

tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadadirepaanakan
untuk dihibahkan;

selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserablkh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati mgbi@ngelola;
dan

selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pgeagaya

direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 75

Hibah sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 14 aur
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mengapse¢tujuan
DPRD, kecuali tanah dan / atau bangunan.

Hibah sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal T4 bur
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hibah sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal u#ichyang
bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 ( lima milyampiah )
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mengapsetujuan
DPRD.

Hibah sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal T4 dur
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat peesetu

pengelola.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal
Pasal 76

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barank Dalerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangarpdaimgkatan
kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badakum

lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.
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Barang milik Daerah yang dijadikan sebagai pengertanodal

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkeh

Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Penyertaan modal daerah pada BUMN / BUMD atau bad&om

lainnya milik pemerintah dan atau swasta, diatungde Peraturan

Daerah tersendiri.

BAB XIV
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Pinjam Pakai
Pasal 77
Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dappinim
pakaikan.
Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada InstBesnerintah
atau untuk sosial keagamaan.
Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikanang
milik Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanainjam
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatgateReraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Penyewaan
Pasal 78

Barang milik Daerah/dikuasai Pemerintah Daerahk lmdrang
bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimaaableh
Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada PihakgaKet
sepanjang menguntungkan Daerah.

Barang milik Daerah/dikuasai Pemerintah Daerah ygisgwakan
tidak merubah status hukum.

Barang milik Daerah/dikuasai Pemerintah Daerahbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut retribus ptananfaatan
barang tersebut, yang besarnya diatur dengan Parafaerah

tersendiri.
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(4) Hasil penerimaan retribusi sewa barang milik Daflikbhasai
pemerintah daerah sepenuhnya disetor ke kas daerah.

(5) Tata cara penyewaan barang milik Daerah/dikuasaiepatah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiur lanjut

dengan Peaturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggunausahaan
Pasal 79

(1) Barang milk Daerah yang belum dimanfaatkan pata
digunausahakan dalam bentuk :
a. kerja sama pemanfaatan;

b. bangun guna serah; dan
c. bangun serah guna.

(2) Barang milik Daerah yang digunausahakan unamgka waktu
paling lama 20 (dua puluh) tahun, apabila penggsetaaan lebih
dari 20 (dua puluh) tahun harus mendapat persetupirRRD.

(3) Penetapan mitra Bangun Guna Serah (BGS), BaBguah Guna
(BSG), dan kerja sama pemanfaatan dilaksanakanlun&ader
dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) ipatpeserta.

(4) Mitra BGS dan BSG selama pengoperasian harembayar
kontribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkaih gerhitungan
oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(5) Barang milik Daerah yang digunausahakan ticekubah status
hukum (tidak boleh dipindahtangankan).

(6) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketigamabentuk BGS,
BSG dan KSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan

tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 80

(1) Hasil penerimaan dari penggunausahaan baraiiy Baerah
sepenuhnya disetor ke kas daerah.
(2) Barang milik Daerah yang digunausahakan dicataendiri dalam

Daftar Inventaris dan dilaksanakan oleh Bagian Umum
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Pasal 81

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kerja samanfa@tan, bangun

guna serah, dan bangun serah guna, dan tata catag&n perjanjian

kerja sama, diatur lebih lanjut dengan PeraturgoaBu

(1)

(2)

3)

(4)

()

1)

(2)

3)

BAB XV
PENGAMANAN
Pasal 82

Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh banaifilg
Daerah/dikuasai Pemerintah Daerah baik barang targeaupun
tidak bergerak.

Pengamanan barang milik Daerah dapat dilakukanrasdsak,
administratif dan tindakan hukum.

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada aydiigR)ikan
dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemaikargb
Pengamanan administratif sebagaimana dimaksud pyala(2)
dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelepgkabukti
bukti kepemilikan.

Pengamanan tindakan hukum sebagaimana dimaksud gyada
(1) dilakukan dengan upaya hukum berdasarkan paratu

perundang-undangan.
Pasal 83

Barang milik Daerah berupa tanah harus disertkéwatatas nama
Pemerintah Daerah .

Barang milik Daerah berupa bangunan harus dilengt@pgan
bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Barang milik Daerah selain tanah dan/atau banguinarus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pienadr
Daerah.

Pasal 84

Untuk mengamankan barang milik Daerah/dikuasai Petaé Daerah

dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuBagsah.
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Pasal 85

(1) Bukti kepemilikan barang milik Daerah wajib disinmpdengan

tertib dan aman.

(2) Penyimpan bukti kepemilikan dilakukan oleh Pengelol

Pasal 86

Setiap orang dilarang melakukan penyitaan terhadap

a.

Barang milik Daerah baik yang berada pada Inst&snerintah
maupun Pihak Ketiga; dan

Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemtah Daerah
yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas petak&en,
pembangunan dan pelayanan publik.

Pasal 87

Bidang-bidang tanah milik Daerah yang sudah ditkabi sertifikat
secara sah dan secara nyata dikuasai PemerintabhDaeaka pihak
lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidakt dagi menuntut
pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurdtuwea (lima)
tahun sejak diterbitkan sertifikat, tidak mengajukeeberatan secara
tertulis kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegemifjkat atau
Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan waemnerbitkan
sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Bditan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebu

BAB XVI
PENILAIAN
Pasal 88

Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalam ranglenyusunan
neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtangamangbailik
Daerah.
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Pasal 89

Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangkeymsinan neraca

daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standamtaikisi
Pemerintahan (SAP).

(1)

(2)

3)

Pasal 90

Penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/ataigunan
dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganakuldiia
oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapatibattan
penilai independen yang ditetapkan dengan KeputBspati.

Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimakswid ayat
(1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajargdenestimasi
menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasenaim

Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimanaaklsud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN

1)

(@)

3)

(4)

Pasal 91

Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usahla Makerah
(BUMD) sebagai Penyelenggara Pembantu PemegangaKuas
Barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jaaias
pengelolaan barang milik Daerah dalam lingkunganssfagai
Barang milik Daerah yang telah dipisahkan.

Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan memginn
mutasi barang secara periodik dan daftar mutasinigasetiap
tahun anggaran Perusahaan Daerah (PD) atau Baddua WElik
Daerah (BUMD).

Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada(2ya
selain barang usaha atau barang dagangan disampeekada
Bupati melalui Pengelola setiap tahun anggaran.

Sensus Barang milik Daerah dilaksanakan oleh Direks
Perusahaan Daerah (PD) dan dilaporkan kepada Bsegtip 5

(lima) tahun sekali.
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Pasal 92

Tata cara pengelolaan barang milik Daerah yangalan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturandagrg-undangan

yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

(1)

(@)

3)

(1)

(2)

)

Pasal 93

Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap terti
pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah diku&leh
Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangarg y
berlaku.

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengeldi@aaang
milik Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Umum/Kladaatuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuantugmra
perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional terhadap tertib pelaksanaagefmlaan
barang milik daerah dilakukan oleh aparat pengafwragsional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undayag

berlaku.
BAB XIX

PEMBIAYAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 94

Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang miléker&h,
disediakan biaya operasional yang dibebankan p&&DA
Pengelolaan Barang milik Daerah yang mengakibgbesudapatan

dan penerimaan Daerah diberikan biaya kegiatanngantif/upah
pungut/uang perangsang kepada aparat pengelolagbaeng
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bendaharawan Barang, pengurus barang dan kepadaguaidlam
melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah diberikan tunjangan insentif ybagarnya

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XX
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG
Pasal 95

(1) Bendaharawan barang yang lalai melaksanakan keajib
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan
mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakaotan
perbendaharaan.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pecliang
bendaharawan barang atau bendaharawan barangniambuat
perhitungan, yang telah diberikan teguran 3 (tikg) berturut-
turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan Tuntutan Ret@earaan
Biasa.

(3) Dalam hal Bendaharawan Barang meninggal, melariaratau
berada di bawah pengampuan, lalai membuat perftyngang
telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-tudalam 1 (satu)
bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan ufamt
Pengamanan Barang milik Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan perbendeama dan

tuntutan ganti rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 96

(1) Penyelesaian terhadap barang milik Daerah yanggkstakan,
dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah aiufakat
oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Bigjabat yang
ditunjuk.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada(By#tak
tercapai, dapat dilakukan melalui upaya hukum bagecara
pidana maupun secara perdata.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayatléKukdin oleh
Bagian Hukum dan atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.

(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa khaikan
dalam APBD.
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Tata cara penyelesaian barang milik Daerah yangndisetakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),(a8yatlan ayat

(4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 97

Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanaka
kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalamatu?an
Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi admasistratau
denda atau ganti rugi.

Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanaka
kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan peaféat
perjanjian.

Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanaka
kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujua

Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanaka
kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujua

penyertaan modal.

BAB XXII1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 98

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimpkdadPasal
86 dan pelanggaran terhadap kewajiban yang telkénakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 gyatyét (2),
dan ayat (3) dikenakan tambahan sanksi pidana garupaling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RpO®00,00
(lima juta) rupiah.

Selain ketentuan pidana atau denda sebagaiman&silich@ada
ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakamhgkbagian
atau seluruhnya.

Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimanauiimpkda

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XXIV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 99

Apabila Bagian Umum dan Perlengkapan berubah nolatemk tugas

dan atau fungsinya, maka tugas-tugas yang senlaksdnakan Bagian
Umum dan Perlengkapan menurut Peraturan Daeraltlilaksanakan
oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang pengeidb@aiang milik

Daerah / aset daerah.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sapanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih laoigit Bupati.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarbdram Daerah
Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KARDANI ISWANTAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR 17 SERI E NO. 11



51

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

[.UMUM

Pada prinsipnya, barang milik Daerah merupakanhsaktu unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembanguneahddan pelayanan publik maka
perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfamtkacara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Keberdsirang milik Daerah secara
nyata mampu mendukung kelancaran dan keberhas#iayejenggaraan pemerintahan
daerah di Kabupaten Kendal.

Barang milik Daerah dapat dijadikan sarana danapaass dalam melaksanakan
penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publdallipaten Kendal. Sebagai
sarana penyelenggaraan pembangunan, barang miéitabanempunyai peranan yang
sangat strategis. Untuk pelaksanaan pembanguniandiisutunkan barang milik Daerah
yang mampu berfungsi sebagai sarana yang dapatukamngl kecepatan dan kelancaran
pelaksanaan pembangunan. Demikian juga untuk pemygaraan pelayanan publik,
juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampdukwerg kelancaran, kecepatan,
keakuratan, dan ketepatan pelayanan publik baig pansifat administratif maupun fisik
berupa sarana pendidikan, kesehatan, ketahananarparmgpsial, pemberdayaan
masyarakat, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal teresbut di atas, maka dalamgka menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan tertib pevigah barang milik Daerah diperlukan
adanya kesamaan persepsi dan langkah secara irdagrenenyeluruh dari unsur-unsur
yang terkait dalam pengelolaan barang milik Daeattuk dapat mewujudkan hal yang
demikian itu, diperlukan perangkat lunak berupaaRean Daerah, sehingga mampu
mengikat seluruh komponen masyarakat dan penyeeaggmerintahan daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebutatas dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2), Pasalyat8(4), dan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaaanB Milik Negara/Daerah,

maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pé&mgeBarang milik Daerah.
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